Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor : 90/Pdt.P/2024/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang memeriksa dan memutus
perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah

menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh:

Nama : Muji Astuti

Tempat tanggal Lahir : Metro, 15 Agustus 1971
Agama : Kristen

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SMA

Status Kawin : Kawin

Alamat - JI. K. HA Yasin. No. 08, Metro
Email i-

Kewarga Negaraan : WNI

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;
Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa surat bukti

yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang
diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro, dibawah
register Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Met, tanggal 5 Juni 2024 yang pada
pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon asli warna Negara Indonesia bertempat tinggal di Metro
- Bahwa Orang Tua Pemohon Djeman dan Ngatirah telah kawin sah pada

tanggal 10 Maret 1975 di Wonosari
- Bahwa dari perkawinan tersebut orang tua pemohon telah dikaruniai 3

(tiga) orang anak yang bernama:
1. Prapti Rusminatun/Perempuan/Metro, 02 Maret 1969
2. Muiji Astuti/Perempuan/Metro, 15 Agustus 1971
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3. Pujo Asmanto/Laki-laki/Metro, 07 Juni 1978
- Bahwa Orang Tua Pemohon Ngatirah telah meninggal dunia di Metro

pada tanggal 04 April 2004 disebabkan karena sakit dan hingga kini belum
mempunyai akte kematian dari catatan sipil Kota Metro karena kelalaian

pemohon.
- Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan  untuk

mendapatkan Akte Kematian Orang Tua Pemohon.
- Bahwa untuk mendapatkan Akte Kematian Orang Tua Pemohon tersebut,

diperlukan adanya Penetapan Hakin Pengadilan Negri.
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon ajukan bukti-

bukti dan saksi di persidangan kelak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Yth. Ketua Pengadilan
Negri Metro berkenan menerima permohonan pemohon dengan

memutuskan berupa penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan bahwa Ngatirah Jenis Kelamin: Perempuan, lahir di

Jogjakarta, 07 September 1940 telah meninggal dunia di Metro pada

tanggal 04 April 2004 disebabkan karena sakit
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negri Metro untuk

mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Metro agar kematian Ngatirah dicatat pada register
Akte Kematian dan selanjutnya diterbitkan kutipan Akte Kematian Menurut
Undang-Undang
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,
Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya Pemohon
membacakan permohonannya;
Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Pemohon tersebut
dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut ;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,

Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa;
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1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Nomor

1872015508710004 atas nama Muiji Astuti, selanjutnya diberi tanda bukti
P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 1872011808060025

tanggal 25-10-2010 atas nama kepala keluarga Teguh Prasetyo,
selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Asli surat kuasa ahli waris saudara kandung Pemohon, selanjutnya diberi
tanda bukti P-3;

4. Fotokopi sesuai dengan asli surat kematian Nomor 474.3/60/C.1.2/2018
dari lurah kelurahan Imopuro tanggal 28 Juni 2018, selanjutnya diberi
tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas masing-masing
telah diberi materai secukupnya dan telah pula sesuai dengan aslinya,
sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana
ditentukan dalam ketentuan Perundang-undangan, akan tetapi Hakim hanya
akan mempertimbangkan bukti surat yang memiliki relevansi dengan perkara
ini, sedangkan terhadap bukti surat yang tidak ada relevansinya dengan
perkara ini, Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan tidak mengajukan
saksi:

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan
keterangan dari Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon mengajukan
penetapan Akta Kematian orang tua Pemohon yang bernama Ngatirah
tersebut adalah untuk mengurus pembagian waris milik orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup mengajukan bukti
berupa surat-surat, sehingga tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi
dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan
ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan
perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon

adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil permohonan
Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri
Metro berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti bukti P-1 berupa Kartu
Tanda Penduduk diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan K.H.
A.Yasin No.08 Kelurahan Imopuro kecamatan Metro Pusat kota Metro yang
masih dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Metro, sehingga
tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Metro dan
karenanya Pengadilan Negeri Metro berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan
apakah dalil permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon orang tua
Pemohon bapak bernama Djeman dan ibu bernama Ngatirah  dari
perkawinan orang tua Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak
salah satunya adalah Pemohon anak kedua dari empat bersaudara
sebagaimana bukti P-3 yaitu berupa surat kuasa keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon vyaitu ingin
mengajukan permohonan penetapan akta kematian Orang Tua (ibu)
Pemohon bernama Ngatirah yang telah meninggal dunia di rumah pada
tanggal 4 April 2004 dikarenakan sakit sebagaimana dalam Surat Kematian
No. 474.3/60/C.1.2/2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Imopuro
tanggal 28 Juni 2018 (vide bukti P-4);

Menimbang bahwa terhadap meninggalnya Orang Tua (lbu) Pemohon
tersebut belum sempat dilaporkan hingga saat ini hingga telah melampaui
batas waktu pelaporan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung yaitu
MA/Kumdil/225/VI1111994/K/1994 dan Buku Il mengenai Pedoman
Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan tentang legalisasi surat,
maka foto copy surat-surat bukti tersebut di atas telah diperiksa dan
dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga telah
memenuhi persyaratan untuk dapat dinilai sebagai surat bukti yang sah
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menurut undang-undang dan diterima sebagai surat-surat bukti di dalam

permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan
Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah berdasarkan
hukum;

Menimbang, bahwa kematian seseorang menurut Undang-undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan peristiwa penting yang
harus dilaporkan kepada Instansi pelaksana untuk dicatat pada register akta
kematian dan selanjutnya diterbitkan kutipan akta kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan
jika dihubungkan dengan bukti-bukti surat sehingga Hakim berpendapat
bahwa benar Orang Tua (Ibu) Pemohon bernama Ngatirah telah meninggal

dunia di rumah pada tanggal 4 April 2004 dikarenakan sakit;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan

bahwa karena kekurangtahuan Pemohon bahwa setiap kematian wajib
dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, maka perihal
kematian Orang Tua (Ilbu) Pemohon tersebut belum dilaporkan kepada
instansi Pelaksana sampai dengan permohonan ini disampaikan ke

Pengadilan;
Menimbang, bahwa dengan demikian petitum kedua berdasar hukum

dan patut untuk dikabulkan;
Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (2)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,
disebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan
menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan pada Pasal 81 ayat (1)
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Pencatatan
kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana
di tempat terjadinya kematian;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan pada Pasal 81 ayat (3)
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 disebutkan
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bahwa Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan dengan tata cara:

a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan
melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada
Petugas registrasi di kantor desa/kelurahan untuk diteruskan kepada

Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
b. Kepala Desa/Lurah menerbitkan Surat Keterangan Kematian dan

disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya;
c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi

Pelaksana mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan

Kutipan Akta Kematian;
d. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana

dimaksud pada huruf ¢ memberitahukan data hasil pencatatan kematian
kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat

domisili yang bersangkutan;
e. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisili

sebagaimana dimaksud pada huruf d mencatat dan merekam dalam data

base kependudukan;
Menimbang, bahwa kewajiban bagi seseorang untuk melakukan

pencatatan atas kematiannya menimbulkan kepastian hukum terhadap
perbuatan-perbuatan hukum selanjutnya yang berhubungan dan sebagai
akibat dari kematian itu sendiri baik selama hidupnya maupun setelah
meninggalnya orang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut harus diartikan
bahwa dengan adanya penetapan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap instansi pelaksana berdasarkan laporan Pemohon
tersebut Pejabat Pencacatan Sipil demi hukum dan atas perintah Undang-
undang berkewajiban untuk mencatat pada Register Akta Kematian dan
menerbitkan Kutipan Akta Kematian sesuai dengan perintah penetapan
pengadilan, dengan demikian petitum ketiga berdasar hukum dan untuk itu
dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum
tersebut diatas, Pemohon dianggap telah berhasil membuktikan dalil-dalil

permohonannya;
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Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dipandang

beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang - Undang, maka
permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 1994
Mahkamah Agung dan Buku Il mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan
Administrasi Pengadilan tentang administrasi yang mengizinkan badan-
badan peradilan untuk memungut biaya administrasi, oleh karena didalam
permohonan ini Pemohon yang berkepentingan maka sepatutnya bila biaya
yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi
kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan
dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Ngatirah Jenis Kelamin Perempuan, lahir di

Jogjakarta, pada tanggal 7 September 1940 telah meninggal dunia di

Metro pada tanggal 4 April 2004 disebabkan karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Metro untuk

mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Metro agar kematian Ngatirah dicatat pada register
Akta Kematian dan selanjutnya diterbitkan kutipan akta kematian

menurut Undang-undang;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai

saat ini sejumlah Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 oleh
Dicky Syarifudin, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Metro, dibantu oleh
Sugiono, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan telah
dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Metro

pada hari itu juga.

Panitera Pengganti, Hakim,
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Sugiono. S.H., Dicky Syarifudin, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp 10.000,-
4. Materai Rp 10.000,-
5. Redaksi Rp 10.000,-
Jumlah Rp 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah).
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